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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 112/PMK.02/2012
TENTANG

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga, Menteri Keuangan
telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa dalam rangka pemantapan penerapan
kerangka pengeluaran jangka menengah,
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis
kinerja, serta ketentuan mengenai petunjuk
penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu
dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.677 2

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun
2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

(1)

(2)

(3)

(1)

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.

Pasal 1

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) yang dipimpinnya.

Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian
Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RKA-K/L untuk Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Rencana
Dana Pengeluaran-Bendahara Umum Negara (RDP-BUN).

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan RDP-BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersendiri.

Pasal 2

RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
menggunakan pendekatan:

a. kerangka pengeluaran jangka menengah;
b. penganggaran terpadu; dan
C. penganggaran berbasis kinerja.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun secara
terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi:

a. klasifikasi organisasi;
b. klasifikasi fungsi; dan
c. klasifikasi jenis belanja.

RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun menggunakan
instrumen:

a. indikator Kinerja;
b. standar biaya; dan
c. evaluasi Kinerja.

RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan
memperhatikan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L
serta berdasarkan:

a. Pagu Anggaran K/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
b. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) hasil kesepakatan
Pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan
Rancangan APBN;

d. standar biaya; dan
e. Kebijakan pemerintah lainnya.

Klasifikasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
Klasifikasi Anggaran

Pasal 3

Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon | atau pejabat lain
yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagal
penanggungjawab program menyusun RKA-K/L per program dengan
menggunakan format RKA-K/L dan sistem aplikasi RKA-K/L yang
memuat rincian alokasi berdasarkan:

a. angka dasar; dan/atau
b. inisiatif baru.

Dalam hal RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat inisiatif baru, K/L wajib melengkapi inisiatif baru tersebut
dengan dokumen pendukung.


http://www.djpp.depkumham.go.id

